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NOMOR 35 TAMUN 2004

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
PADA PEMERINTAH PROVINSL LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

i

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangks mewujudkan penyelenggaraan Wegarn
vang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) menuju pemerintahan yang baik (good governance)
perlu melakukan penataan  pelaksanaan pengawasan
melekat;

bahwa dalam pelaksinaan pengawasan melekat yang
berkembang pada saal ini .pengawasan melekat tidak
semata berupa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan
atasan masing masmg unit kerja lerhadap bawahannya
tetapi lebih menekankan pada sistem pengendalian intern;

bahwa sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan
pembinaan Pepawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan
berhasil puna dipandang periu menetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengawasan Melekat dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Kepegawaian sebapaimana telah diubah dengan
Undang — undang Nomor 43 Tahun 1999,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Nepara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dagrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekegjann Pegawai;



Memperhatikan

MENETAPRKAN

14,

L.

(1)

(2)

Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negerd Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ientang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan
Pemerintah di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun
2000 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daecrah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Momor 16 Tahun
2000 tentang  Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun
2000 tentang  Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Provinsi Lampung.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1989
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara
MNomor : KEPMGMPAN/4/2004, tentang Peltunjuk
Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN
MELEKAT PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

FPasal 1

Guna meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah
Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dapat bergalan secara berhasilguna dan
berdayaguna, setiap pimpinan unit kerja perangkat daerah
Provinsi Lampung perlu melakukan pengawasan melckat,
Dalam melaksanakan pengawasan aparatur Pemerintah
Daerah di Provinsi Lampung tersebut berpedoman kepada
petunjuk  teknis pelaksanaan penpawasan  melekat
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
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Apabila pelsksanaan Pengawasan Melekat berjalan sebagaimana mestinya, maka
kelemahan-kelemahan sebagaimana diungkapkan diatas dapat diminimalkan, schingga
disiplin dan prestasi kerja akan meningkat, penyalahgunaan wewenang berkurang,
cfcsionsi dan efekiivitas penggunaan dana dan sumber daya lainnya akan meningkat,
kualitas pelayanan dan kepuasan publik akan meningkat, suasana kerja akan lebih tentib
dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip penyelénggaraan pemerintzhan yang baik
{ good governance ).

Pengertlan

Dialam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Melekat ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Provinsi adalaly Daerah Provinsi Lampung,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Frovinsi Lampung,

Gubernur adalah Gubernur Lampung,

L)

4, Selaetaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

5. Keputusan Gubemur adalah Keputusan Gubernur Lampung,

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkar Daerah Provinsi Lampung.

7. Pengawasan Melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen
atay pengendalian intern  dan selanjutnya disebut WASKAT adalah segala upaya
vang dilakukan dalam suaty organisasi untuk mengarahkan sepala kepiatan agar
tujuan organisasi dapat dicapal secara efelaif, efesien dan ekonomis, segala sumber
dava dimanfastkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan
sccara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku,

g Unsw-unsur WASKEAT adalah serangkaian kcgiatan yang secara bersama-sama
dilaksanaksn dalam mencapal tojuan WASKAT melipull pengorganisasian, pesonl,
kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan revio
mntern.

9. Pemantauan adalzh rangkaian tindakan vang mengilut pelaksanaan suate kepiatan
serta factor-faktor yang mempengarthinys ontuk mengetahni sedini  mungkin
kemunghkinan  fegjadinya pomnpa.ngm pelaksanaan pekerjaan dilihat dad
kebijaksanaan maupun program yang telah ditetapkan.

10, Ewvaluasi adalah : rangkaian kegiatan yang membandingkan antara hasil'prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana ataw nomma yang telah ditentukan/disepakati

serta menemukan factor —fakior yang mempengaruhi keberhasilan atan kegagalan
BUATY rencana,
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11. Bedm Pengawas Deersh (BAWASDA) adalah lembapaiunit pengewasan yang berada

dilingkungan intern pemerinizh yang betugas untuk melakukan pengawasan fungsional
terhadap penyelenggarsan pemerintghan di Daerah.

C. Maksud dan Tujuan,

1. Maksud Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Sebagai acuan bagi setiap pimpinan instansi pemedntah  Provins, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serfa melakukan evaluasi dan penilaian
terhadap keandalan WASKAT dimaksud. Melalui petunjuk teknis Pelaksanaan
Pecngawasan Melekat ini diharapkan sctiap pimpinan instansi dapat bertanggung
jawab dan memiliki alat kendali dalam memberikan peringatan dini apabila pada
isntansinya terjadi prakiik vang tidak sehat, kekeliruan, kelemahan sistem
administrasi, dan kesalahan vang dapat membuka terjadinya penyimpangan, scria
melakukan  evaluasi  uniuk  menguji  keandalan  penerapan  WASKAT
dilingkungannya.

2. Tujuan Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Mewujudkan arah dan tindakan yang sama dalam pelaksanaan WASKAT |
schingga pimpinan instansi pemerntah dapat menciptakan kondisi yang mendorong
lercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efesien,

D, Arah Kebljakan Pengawasan Melekat

WASKAT diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemeriniahan dan pelayanan
kepada masyarakat yang bersih, fransparan, profesional dan memiliki budava kema
yang baik. Pemerintahan vang bersih dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bebas
dari praktek yang berpontensi merugikan masyarakat .

WASBKAT lebih diarahkan kepada pembentukan suafu sistem yang mampu uniuk
membimbing  bawahan dalam  pelaksanpan  tougasnya, WASKAT  harus  dapat
memberikan keteladanan dalam berbagal bentuk keglatan untuk lebih meningkatkan
presiasi dan disiphn  kerja. Transparansi dalam  pemerintahan  merupakan  wujud
akuntanbilitas publik vang diperlukan agar anggota masvarakat dapal berpartisipasi
secara  aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menciptakan kelancaran
informasi  dan  komunikasi wvang diperlukan  bag  efekiifitas  penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.



4
Untuk itu diperlukan pemerintahan yang profesional pada tataran aparaturnyakarena
aparatur menempati garis depan dalam penyelenggaraan pemerintshan dan pelayanan
kepada masyarakat, Profesionalisme aparatur tersebut akan tercermin pada tinghat
kinerja aparamur dalam  penyclenggarasn  pemeriniahan  dan  pelayanan kepada
masyarakat, Kinerja yang terpaniay, lerukur dan sclalu diperbaiki , Jambat laun akan
menyatu dalam pelaksanaan tugas dan sikap prilaku aparatur, sebagai pencerminan dan
terbentuknya kerfa vang bail,

Syarat — syarat Keberhasilan Pengawasan Melekat.

1. Lingkungan pengendallan manajlemen yang kondusif,

Lingkungan pencendalian manajemen adalah unsur-unsur yang terlibat secara
langsung terhadap pelaksanaan suatu organisasi, yang meliputi antara lain;
infegritas para pejabat negara dan pemerintah, nilai-nilai  etika  yang
berlaku kopentensi, [ilosofi manajemen instansi, paya operasi ,cara pimpinan
instansi mengaturn membagi wewenang dan tanggung jawab.

Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai pemerintah harus mewujudkan dan menjaga
fingkungan organisasi dengan memberikan sikap positif dan dukungan kearah
berfungsinya WASKAT.

2. Kemampuan memprediksi dan mengantisipasi risiko.

Setiap unit organisasisatusn kerja senantiasa menghadapi risiko yang bersumber
dari cksternal dan intermal yang hams  dinilai. Oleh karenanmya manajemen
diharapkan mampu membual penilalan atas dsiko yang akan dihadapi, yakni
dengan mengidentifikasi dan  menganalisis risiko-risike yang dihadapi  dalam
pclaksanaan tugas suatu organisasi, Misalnya menaksir dsiko yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan ingtansi karena kondisi perekomonian,
peraturan, sbuktur industn, dan operasi pada skala pasiomal, regional, maupun
global yang terus tumbuh dan berubah, Untuk itu harus dibangun suat mekanisme
guna mengidentifikasi dan mengantisipasi timbulnya risiko-risiko tertentu.

3. Aktivitas pengendalian yang memadal.
Aldivitag pengendalian dilakukan sequai dengan kondisi linplungan pengendalian
vang ada dalam suatu organisasi. Semabkin lemah kondisi ingkungan pengendalian
maka semakin besar aktivitas pengendalian yang harus dilakukan,  Aktvitas
pengendalian  dapat berbentuk kebijakan dan prosedur yang mengakomedasi
keputusan manajemen yang lebih inggi puna menghadapi risike yang mungkin
dihadapi dalam mencapai sasaran, fujuan, misi, dan visi organisast.



Informasi dan komunikasi yang efeldif.

Informasi dan komunikasi merupakan komponen sistem pengendalian karena
kelancaran informasi dan komunikasi berkorelasi dengan
transparansi'keterbukaan dan kemudahan mendapatkan akses ferhadap operasi
instansi, dan lancamya sosialisasi kebijakan manajemen. Nomunikasi tdak saja
dibutuhkan di lingkunpan pegawal dan pimpinan, tetapi juga antara pejabat suatu
ingtangi dengan pejabat insfansi lain serta masyarakat. Pengawasan masyarakat
merupakan salah satu bentuk komunikasi masyarakat dengan pemerintah/insiansi.

. Adanya pemantauan, evaluasl, dan tndak lanjut

Pemantavan terhadap efektivitas pengendalian dilakukan secara [erus menenas
atan melalui evaluasi secara periodik, pemantauan secara terus menerus dilabukan
melalui aktivitas manajemen dan supervisi. Cakupan dan frekuensi pemantauan
melalui evalusi secara periodik sangat tergantung pada efektivitas prosedur
pemantauan melahy supervisi dan aktivitas manajemen serta hasil penilaian atas
risiko yang dihadapi. Semakin signifikasi kemungkinan penyimpangan vang
diternukan semaldn tingei pula jenjang pimpinan vang harms terlibat dan dilapori,
bila perlu kepada pimpinan tertinggs.

Falior manusia dan budaya

Manusia dan budaya memegang peranan yang sanpat penting  terhadap
keberhasilan WASKAT. Komitmen pucuk pimpinan serta scluruh jenjang
pimpinan lainnya terhadap WASKAT dan pembentukan lingkungan budaya yang
kondusif merupakan prasyarat bagi terselenggaranya aspck manusia dan budayva
meliputi uasha —usaha untuk meningkatkan :

a. Kemampuan kemimpinan, keteladanan, disiplin, dedikasi pimpinan dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah MNomer 30 Tahun 1980 dan atau
peraturan perundang-undangan lainnya vang relevan.

b. Prestasi pegawai, dengan mengadakan kegiatan pemberian  bimbingan
penilaian kinerja pegawal, koreksi, pedelegasian wewenang, pemberian
tanggung jawab dan melalui program — program pendidikan dan pelatihan,

¢. Partisipasi pegawai dongan membenkan kescmpatan dalam proses perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan melalui proses pembudayaan kerja.



d. Kejujuran dan keteladanan setisp pimpinan untuk dapat bertindak tegas dan
lugas serta tidak merusak tersclenggaranya WASKAT melaln tindakan —
tindakan yang kontra produktif,

¢, Kemampuan pimpinan dalam menciptakan perilalu pribadi dan perilaku
organisasi aparslur pemerintah yang mempuryal kemampuan pengendalian
diri (self control) melalui Program Budaya Kega (PBE) dan pembentukan
Kelompok - kelompok Budaya Kerja (KBE) di setiap instansi/satuan Kerja,
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PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

Unsur Pengawasan Melekat

Unfuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai, digunakan delapan unsur
Pengawasan Melekat (WASKATY dalam  rangkas mencapai tujuan dan sasaran
organisasi‘instansi.  Delapan unswr WASKAT  tersebut adalah pengorpanisasian,
personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supenvisi dan reviu
intern. Pimpinan organisasi wajib melakokan evaluasi secara terus —menerus tethadap
pelaksanaan unsur WASKAT dengan menggunakan beberapa metode seperti lembar
perikea {checlist), jajak pendapat, bagan arug {Rowcharting) dan wawancara.

1. Perencanaan
Perencanaz merupakan suaty proses penetapan fujuan serfa  lanpkah-lanphah
kegiatan wyang akan dilalwkan pada masa datang dengan sumber daya yang
diperlukan dalam rangka meoujudkan pencapalan ttjuan organisaci,
Pengawasan melckat sebagian diwujudkan di dalam peremcanaan karena &
dalarnnya sudah memuat standar dan rambu-rambu yang hars di pamhi dalam
pelaksanaan oleh seluruh jajaran pimpinan dan pelaksanaan,
Suaty perencanaan yang baik hanus memenuhi beberapa kriteria benikut ;
a. merupakan jabaran dar juan;
b, melibatkan semua pthak terkait;

raalistis;

mempertimbangkan prinsip ekonomis

¢, dikomunikasikan;

Adaprat di ulour;

menjadi dasar pelaksanaan kegintan;

tleksibel;

dapat di gunakan schagai unsur pengendalian;

memperhitingkan risike yang akan dihadapl

(Evaluasi terhadap suaiu perencanasn vang baik dapat dilakukan menggunakan

checklist 1 terlampir).
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2. Pengorganisagian

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang

bekerja bersama dan sccara formal terikat untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan.

Organisasi membuluhkan adanya struktur organisasi dan uraian tupas yang jelas.

Struktar orparmsast dibuat untuk membenkan kejelasan tentang kedudukan, fungsi,

wewenang, dan fata kerja vang berlaku di dalamnya. Uraian fugas yang jelas

dibutuhkan untuk memastikan adanya pendelegasian wowenang, batas tanggung

jawab, togas, dan fungsi, Selurnh tugas harus terbag habis, Perangkapan jabatan

dan konflik kepentingan pribadi dalam organisasi haros dihindarkan, karena akan

mempetlemah pengendalian manajemen.

Fengorganisasian meriupakan proses pembentukan organisasi schingss cakupannya

lehbih Juas dan lebih dinamis dar pada istilah organisasi. Melald pengorganisasian,

bentuk suatu organisasi pemerintah dapat didesain sesuai dengan kebutuhan dan

funtutan perkembangan. Kemampuan menyesuaikan din dan tanggap terhadap

perubahan cepat vang terjadi merupakan salah satu cin dad good governance, Di

dalamrya termasuk fungsi manajerial atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki

berupa manusia, unsur dan praonsur fisik, teknolog, dan dana, puna memantastkan

peluang yang diperoleh dan menghadapi tantangan pembangunan.

Suatu pengorganisasian vang baik harus memenuhi knteda, antara lain ;

a. Proses pembentukan organisasi harus mengacu pada upaya menciptakan
organisasi yang efekaf dan cfisien;

b. Penyusunan struktur organisasi harus mengacu pada  wvisi misi dan tujuan
arganisasi;

¢. pendefinisian wewenang dan tanpgung jawab untuk masing-masing jabatan
harus seimbang dengan tugas dan fungsinya;

d. penetapan pejabat harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (kompetensi)
untuk masing-masing jabatan;

¢. FPendclcgasian woweonang harns ditkoti dengan tanggung jawsb yang sesual
dengan tugas dan fungsinya,
Evaluasi  terhadap suatw  pengorpanisasian  yang balk  dapat  dilakukan
menggunakan checklist 2 terlampir,

3. Personil
Pembinaan personil merupakan upaya menjaga agar faktor sumber daya manusia
yang menjalankan sistem dan prosedur instansi pemerintah memiliki kemampuan
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¢, peraiuran perundang-undangan yang terkait harus dipertimbangkan di dalam
pemyusunan proscdur,

f penempatan personil dalam  pelaksanaan  prosedur  harus memadai, baik
kuantitas maupoen kualitasnya;

g prosedur tdak fedalu rinci sehingga kalu, kecuali unfuk kegiatan yang bersifai
mekanis;
h. Sederhana, cfisisn, dan aman;

i. Kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah & dalam prosedur harus terkoordinasi
dan terdapat pengecekan internal di dalammya;

Dituangkan secara tertulis dan mudah dimengert;

Dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait;

Hasil pelaksanaan prosedur harus dibuatkan laporansya;

Drireview accara borkala,

{Evaluasi terhadap suats prosedur yang baik dapat dilakukan menggunakan
checklist 4 terlampir),

5 L ol

Kebijakan

Eebijakan merupakan pedoman yang ditetapkan oleh manajemen unmuk mendorong
tercapal tujuan instansi pemerintah, maksudnya bahwa kebijakan merupakan
proses yang dapat menghasilkan kebijakan vang memayungl dan mendasan
kebjjakan vang lebih  rendah, menghasilkan kebijakan yang mempererat,
merenggangkan, dan membatasi  hubungan tata kerja bagian organisasi, serta
menghasilkan kebijakan wvang merupakan penjabaran yang lebih operasional
terhadap kebijakan yang merupakan penjabaran yang lebih opersional terhadap
kebijakan vang lebih tinggi. Perumusan kebijakan meliputi kebijakan perencanaan
sampai pelaksanaan dan pelaporan,

Suatu kebijakan yang baik harus memenuhi beberapa kriteriz berikut ;
Jelas dan tertulis:

Dapat gecara efektif dikomunikasikan kepada seluruh personil dan organisasi;
Dapat memberikan mofivasi pencapaian fujuan, program atau target;

Tidak boleh tumpang findih dan harus ditinjan kembali secara berkala;
Transparan don memberi unsur komumikasi timbal balik antare staf dengan
PPN

Dapat meningkatkan disiplin kerja para karyawan;

g Konsisten dengan tujuan organisasi;

h. Konsisten dengan pola pemecahan masalah yang baku yang berlaku dalam

organisasi. Ewvaluasi terhadap suatu kebijakan yang balk dapat dilakukan
menggunakan checklist 3 terlampir,

o om0 TFow
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gecara profesional dan moral sesuai dengan kebutuhan fugas dan tanggung
jawabmnya.

Koscimbangan hubungan antara kemampuan dengan beban tugas dan tanggung

jawabnya harus dijaga karena kemampuan yang terlalu dominan terhadap tugas dan

langgung jawab akan mengeliminasi kepuasaan kerja, semangat, mofivasi, dan

kreativitas. Sebaiknya jika beban tugas dan langgung jawab melebihi batas

kemampuan akan menghasilkan kinedja di bawah standar yang pada akhimya dapat

menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas, mengurangi keandalan laporan, atau

secara tidak disadari keluar dar kebijokan dan peratoran, Untuk ite pembinasn

personil harus dilakukan secara sistematls dan terencana dengan baik.

Keglatan pembinaan personil dilakukan mulai dari proses rekruitmen sampal

dengan pemberhentian, antara lain :

a. Formasi pegawai harus ditentukan secara tepat;

b. Penerimaan dan penempatan pegawai harus didasarkan pada formasi yang
lowong dan seleksi yang obyekaify

¢. Pendidikan dan pelahan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan
Leterpmpilan gerta pengembangan karjer pegawai;

d. Perencanaan dan pengembangan kaner yang jelas;

@, Sistem penghargaun yang dapal memolivasl pegawa;

f. Perberhentian pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Evalussi terhadap suatu pembinsan  personil yang bak dapat dilakukan
menggunakin checklist 3 terlampir,

. Prosedur

Prosedur merpakan rangkaian tindakan untuk melaksanakan akiivitas terteniu yang
hans dilakukan untuk mencapal tojuan vang diharapkan. prosedur yang baik
mampu memberi kejelasan bagi personil yvang melaksanakan, Dengan demikian
prosedur harus dibuat secara tertulis, sederhana, mudah dimengerti, disosializasikan
kepada pihak wang berkepentingan, dan membenkan pelayanan puima Lepada
pemakai jasa (wsers). Suab prosedur yang memenuhi kreterin terscbut di atas dan
yang dipamhi pelabsanaanmya, dengan sendirinya akan membentuk jaringan
WASKAT vang andal,

Pelaksanaan suatu prosedur yang baik harus memperhatikan beberapa hal antara
faun :

a. dapat menggambarkan kebijakan secara eksplisit

b, prosedur harus memiliki tujuan yang dapat diidentifikasi secara jelas;

©. pengorganisasian prosedur harus dapat menunjang tercapainya tajuan proscdur;
d. penyusunan prosedur harus didukunp denpan Kebijakan yang memadai;



6. Pencatatan
Pencatatan merupakan proses pendokumentasian  transaksikejadian  secara
sisiematis yang rclovan dengan kepentingan organisasi mstansi. Poncatatan juga
mencakup proses pengolahan data yang diperoleh menjadi informasi dalam. bentuk
keluaran olahan atau laporan.
Dalam proses pengolahan data dilakukan Kasifikasi data dari transaksikejadian
yang melibatkan faktor manusia, sistem  yang bersifat manual ataupun
terotomnatisasi, serta tujuan pengolahan. [ lingkungan instansi pemerintah,
pencaiatan melipufi kegiatan tata persuratan, pembubkuan/abuntasi, administrasi
kepegawaian, administasi barang dan jasa, dan dokumentasi kegiatan lainmya.
Efekiifitas pengendalian yang memadal di bidang pencatatan akan menjamin
keandalan proses pengolahan data menjadi keluaran yang bebas dan kekeliruan dan
kesalahan yang signifikan.
Suatu pencatatan vang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut :
a. dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi;
b. prosedur pencatatan dan manualnya harus disusun dengan baik dan cermat;

. sistem pencatatan harus didulung dengan kebijakan yang jelas dan memadai;

d.

poncatatan harus menggunakan dokumen sumber, formulic, tabulasi daftar-
daftar stafistik, dan buku-buku vang dirancang secara memadai;

lengkap dan informative;

mentaati sistem dan progedur kerja vang telah ditetapkan;
diselenggarakan secara akurat dan tepat walkdu;

diselenggarakan secara sederhana, konsisten, runtut, dan terintegrasi;
dipisahkan dari fungsi penguasaan dan fungsi penyimpanan;
direview secara berkala,

Evaluasi terhadap suatu pencatatan yang baik dapat dilakukan menggunakan
checklist 6 terlampir,

i T

i

7. Pelaporan
Pclaporan merupakan bentuk penyampaian Informasi termlis Xepada unit ketja
yang lebih tingei (pemberi tugas ) atau kepada instansi lain  yang mempunyai  garis
képentingan  interaktif denpan instinsi pembuat laporen. Pelaporan  merupakan
konsskuensi logis dari adanya pendelegasian wewenang, Secara fsik, laporan dapat
berbentuk surat atau media lainnya.
Pelaporan yang baik harus memenuhd beberapa kriteria berikui :
a. Mengandung kebenaran, obyekif, dan dapat dibuktikan;
b. Jelas dan akurat;
¢. Langsong mengena sasaran;
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]

Lengkap;

Tegas dan konsisten;

Tapat waktu;

Tapat penerimanya;

Memperimbangkan faktor manfaat dan biaya.

Evaluasi tethadap suatu pelaporan yang baik dapat dilakukan menggunakan
checklist 7 terampir.

= g ™h oo

. Supervist dan Review Intern

Supervisi merupakan pengawasan unsur pimpinan terhadap pelaksanaan mgas yang

dilaksanakan stafiya. Riview intern adalah sualp akiifitas untuk mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan yang dilakulan

aleh pimpinan atau pejabat yang berwenang bersama-sama dengan staf pimpinan atau

dilakukan oleh Badan Pengawas Dacrah ( BAWASDA ), terhadap pelaksanaan tugas

yang diberikan, Dengan kata lain review intem adalah memeriksa apakah seluruh

sistem pengendalian felah berfungsi secara baik, untuk memastikan keberhasilan

mencapal misi organisasi.

Supervisi yang baik harus memenuhi beberapa kreteria berikut :

a. bersifat pembinaan personil,

b. Tidak mengganpgu jalannya kegiatan organisasi;

c. Dilaksanakan oleh organisasi atau oich orang-orang yang memahami kegiatan
yang disupervisi;

d. Mampu meningkatkan kinerja yang dibawah standar,

¢, mengrunakan metode atau instrumen yang tepat;

Review intern yang baik harus memenuhi memenuhi kreteria bertlout:

a. dilakukan oleh pimpinan‘pejabat vang berwenang, dan sebaiknya dilakukan
bersama-sama dengan staf;

b. ruang lingkup vang direview dapat bemsifat menyeluruh atau masalah-masalah
khusus, tetapd harus diremuskan ruang lingkupnya secara jelas;

¢. dilakukan secara priodik atan waktu terienty sesnai dengan kebumhan;

d. didukung oleh datafinformasi yang tepat, relevan atau akurat,

¢ schagal unswr untuk mengetahul tentang perkembangan, hambatan, masalah-
masalah yang dihadapal dan mencan solusinya;

f. keputusan-keputusan yang diambil dipahami menjadi langgung jawab bersama
untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan, oleh karena itu harus bersifat
obyektif, realistis dan aplikatif.
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(Evaluasi terhadap sustu supervisi dan review intern yang baik dapat dilalukan
menggunakan checklist § terlampir.)

Hubungan Antar Unsur Pengawasan Melekat.
Keberhasilan pelaksanan WASKAT ditentukan olch scberapa kuatnya hubungan antar
unsur WASKAT tersebut dalam membentuk jaringan, sehingga tidak ada suatu
kepiatan vang luput dari salah satu unsur WASK AT terscbut,
Sebagal conioh, jika ada suaiu kegiatan yang telah disepakati uniuk dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan pimpinan felapi kebijakan tersebut fidak fertulis, kegatan tidak
diorganisir dengan baik, tidak ditctapkan persyaratan personil yang akan melakukan,
tidak dilabukan pencatatan atas Kegiatan aktivitas kegiatan dan tdak dilaporkan
pelaksanaanmya, tdak jelas proseduwr kerja yang harus dithuli dalam  melakukan
kegiatan, serta tidak ada review atas kegiatan pelaksanaan tersebut jauh dari sempurna
dan sulit untuk dipertanggung jawabkan Hubungan antar unsur Waskat dalam
Jaringan Waskat dapat dilihat pada gambar berikut ;

HUBUNGAN ANTAR UNSUR WASKAT

PERENCANAAN
SUPERVISI & REVIE PENGORGANISASIAN
TNTERM
PELAPORAN PERSONIL
PENCATATAN FPROSEDUR

KEBITAKAN
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Langkah — langkah Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Langkah-langksh pelaksanaan Pengawasan Melckat meliputi Sosialisasi WASKAT
kepada seluruh instansi pemerintzh, penyiapan unsur WASKAT pada masing-masing
instansi, evaluasi terhadap pelaksanasn WASKAT , dan tindak lanjut atas hasil evaluasi
pelaksanaan WASKAT.

1

Soslallsasl WASKAT.

Sostalisasi WASKAT bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lepat tentang
pengertian  dan  cara pelaksanaan WASKAT tanpa mengurangi pemahaman
penfingnya pengawasan pimpinan kepada staf, karena WASKAT merupakan
gistem pengendalian yang melekal pada seluruh kegiatan organisasi. Sosialisasi
dilakukan secara berjenjang dan bertahap kepada selurub pimpinan dan Pegawai
Penyinpan dan Pelaksanaan Unsur WASKAT

Sebelum WASKAT  dilaksanakan, Pimpinan instansi‘unit kerja perlu menyiapkan
unsur WASKAT yang meliputi pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan,
prosedur, pencatatan, pelaporan, supérvisi dan review infern.

Yang perlu dilakukan dalam tahap penyiapan dan Pelaksanaan WASKAT ini
adalah schagai berikut :

a. melakukan identifikasi secara lengkap danm nne terhadap dokumentasi
masing-masing unsis WASKAT.

b. Memperoleh pemahaman yang cukup terhadap masing-masing unsur
WASKAT,

¢. Membuat caiatan resume untuk meneniukan dugaan titk rawan kelemahan
yang membuiuhkan perbaikan atau perhatian yang lebih mendalam,.

Pemantauan Pelaksanan WASKAT.

Pemantauan meérupakan rangkaian ndakan mengikuid pelaksanaan sualu keégatan
serta  faktor-faldor vang mempengarvhinye  untuk mengeiahui secara dini
kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebfjakan maupun program yang
tclah ditetapkan.

Uniuk menjamin keandalan WASKAT, maka perlu adanya pemantauan
WASKAT secara berkesinambungan yang lerjadi pada saal operasi.Pemanlauan
tersebut  mencakop  akfivitas  rufin | mangjemen,  akiivilas pengawasan,
perbandingan  antara satu  kegiatan  denpan  kegiatan  lainnya, rekoneilias,
konsolidasi dan tindakan - tindakan persomil lainnya yang dapat diambil dalam
melaksanakan tugas.
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Evaluasi Pelaksanasn WASEAT,

Proses cvalussi polaksanaan WASKAT dapat menggunakan beragam tehnik

evaluasi, yang perlu diperhatikan oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi

adalah sbb :

a, memahami akfifitas organisasi dan unsur WASKAT yang ada;

b. mengetahui apakah WASKAT telah berfingsi;

c. mengetahui desain sistern pengendalian yang berlaku;

d. mengetahui cara kerja sistem tersebut;

e, mengkomunikasikan pelaksanaan WASKAT terhadap pihak-pihak terkait,

f, menganalisis desain sistem yang berlaku untk mengetahui apakah sistem
tersebut dapat memberikan keyakinan yang tinggl begi pencapaian sasaran
dan tujuan organisasi:

g. Menggunakan checklist  instumen evaluasi ) WASKAT untuk mengetahui
apakah WASKAT felah dilaksanakan dengan baik.

3. Tindak lamjui.
Tindak lanjut dan hasil evaluasi pelaksanaan WASEAT berupa tndakan
perbatkkan dan penyempurnaan sistem dan prosedur operasi, dan pendalam titik
rawan penyimpangan melalui andit operasional aton investigasi.

). Indikator keberhasilan Pengawasan WASKAT.
Eeberhasilan WASKAT dapat ditunjukan dari :

e e

Meningkatnya disiplin, prestasi dan perkembangan pencapaian sasaran pelaksanazn
fugas antara lain adalah :

1}. Tertib pengelolaan keuangan;

2). Tertib pengelolaan perlengkapan;

3). Tertib pengelolaan kepegawaian;

4. Tercapainya sasaran pelaksanaan tugas.

Terciptanya keteraturan, keterbukaan, dan kelancaran pelaksanaan tgas,
Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
Menurunnya prakiek kolusi, korupsi, dan nepotiame.

Berkurangnya penyalahgunasn wewenang antars lain divker dard menurnmya
kasus penyalahgunaan wewenang yang ferjadi pada instansi yang bersanghkutan,
serta meningkatnys penyelesaian tindak lanjut. Hal terscbut antara lain dapat
diperoleh dari laporan hasil pengawasan,

Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar, antara lain diukur dari

thénurunnys kasis penyvimpangan yang lerjadi serla mendngkainya penyelesaian
tindak lanjut serta terjadinya peningkatan kehematan, efesiensi dan efektifitas,
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g. Cepamya penvelesaian perijinan, diukuwr dad tertib tidaknya pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat antara lain melalui ;
1}. Penata usahaan;
2). Ketepatan wakiu:
3). Tanppapan mayyarakat.

Indikater tersebut dapat diperoleh dari laporan pelaksanaan tugss dan laporan hasil
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

h. Cepatmmya pengurusan  kepegawaian, diukur dari tertib tidabnmya pelayanan yang
diberikan kepada pegawai melalud ;
1. Penatausahaan;
2). Ketepatan waktu;
3). Adatidaknya pengaduan dari pegawal dan masyarakat.

Untuk tercapainya tujuan meningkatkan aparatyr pemerintah yang berkualitas, bersih
dan bertanggungjawab, WASKAT perdu dilaksanakan melalui suatn proses yang
terintegrasi meliputi kesiapan pelaksanaan, dan tindak lanjut,
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BAB 111
EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

Pimpinan pada scmua jenjang organisasi bertanggungjawab atas berfungsinya WASEAT.
Oleh karena im pimpinan wajib melakukan evaluasi terhadap efekiifitas WASKAT sccara
terus mencrus agar unsur WASKAT dapat menjadi alat pengendali dalam meneapal juan

dan sasaran yang ingin dicapai,

A. Metode Evaluasi
Metode untuk melakukan evaluasi ada beberapa cara : lembar periksa (checklist), jajak

pendapat, bagan arus (flowcharting) ataupun dengan cara wawancara.

1}.

3).

Lembar periksa atau checklist .

Checklist adalah suatu metode pengalian data dan informasi tentang WASKAT suaty
organisasi melalui suatu daftar perfanyaan yang tolak ukumnya berasal dari suatu
indikator keberhasilan organisasifinstansi. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah
* Y3’ atau ‘tidak’, di mana jawaban * tidak * menunjukkan lemahmya WASKAT.
Petunjuk teknis pelaksanaan WASKAT ini telah dilampin dengan Checklist untuk
masing-masing unsur WASKAT sesuai dengan yang telah diuraikan didalam Bab IL

. Jajak Pendapat.

Jajak pendapat dilakukan terhadap plhak yang terkait dalam pengelolaan suatu
organisasi, baik pihak intem mavpun eksiren, unmik mengerahui secara obyekif
berjalannya suain sistemn, antara lain dengan cara menggunakan kuesioner.

Misalnya, untuk pengurusan sural ffin mengemudi (SIM). Pihak independen dapat
menggali informasi dari masvarakat yang telah mengurus SIM. Apakah dalam
pengurusan SIM masyarakat mengalami kesulitan ataukah telash sesuai dengan
proscdur dan scbagainya, Sccara umum informasi yang diperoleh dari pihak cktern
akan lebih objekif di bandingkan informasi yang diperoleh dari pihak intern.

Bagan Arus atau Flowcharting. (FC)

Flowcharting. (FClini sudah banyak dilakukan uniuk mengevaluasi suaiu masalah,
FC berisi suatu bagan yang komprehensif tentang tahapan-tahapan suatu proses
pelaksanaan WASKAT. Bila proses temsebut berjalan lancar, maka proses berikuinya
dapai dilanjuikan. MNamun apabila proses tersebut gagal, maka hams kembali ke
proses awal atau sebelumnya untuk diperbaild, schingga proses tersebut dapat
berjalan kembali sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
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Misalnya, dalam pengurusan KTP masyarakat harus melalui loket A a.d C khusus
untuk yang berusia 50 tahun ke atas tidak harus melalui loket A s.d C, tetapi dapat
meminta bantuan petugas kelurahan. Maka dalam FC proses A s.d C dapat dilewati.

4). Wawancara
Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang diperfukan bagi perbaikan dan
peningkatan pelaksanaan WASKAT dalam suatu organisasi atau instansi wawancara
juga bermanfaat untuk mermvalidasi jawaban/informasi dengan langhkah sebelummya.

Pelaksanaan Evaluasi

Mengevaluasi pelaksanaan WASKAT merupakan suatu proses, sedangkan teknik yang

diguenakan akan beragam.

Dalam proses evaluasi, evaluator harus

1). Memahami setiap aktivitas organisasi dan sctiap unsur WASKAT.
Evaluator harus memahami tugas pokok dan fungsi suaty instansi/sanian Kerja tempal
ia Dbekerja, serta dipahaminya unsur WASKAT dan kKeterkaitan anfara unsur
WASKAT.

2). Mengetahui apakah WASKAT telah berfungsi.

TASKAT dikatakan telah berfungsi bilamana tujuan organisasi sscara umum telab
tercapai dengan efesion dan efekiif, sumber daya yang ada telah dimanfasthan dan di
lindungi, serta peranuran'kebijakan vang berlakoo telah dipanhi.

3). Mengetahui bagaimana desain sistemnya,
Desain sistern WASKAT adalah strukiur ataw tahapan-tahapan berjalannya unsur
WASKAT sesuai dengan kompleksitas suatu organisasi. Semakin Juas dan komplek
lingkup suatu organisasi, maka tahapan-tahapan yang disusun juga semakin panjang.

4). Mengetahui bagaimana sistem ity berfungsi.
Sistem WASKAT dikatakan teloh berfungsi bilamana kinerja instansi meningkat,
tidak terjadi prakiik yang ftidak  schat dalam penyelengparaan mgas-ugas
kepemerintahan serta terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat,

5). Menganalisis desain sistem vang berjalan.
Analisis diperlukan untuk mevakinkan apaksh sistern temsebut dapat memberikan
kevakinan yang Gnggi bag pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Pelaporan Hasil Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan WASKAT pada suatu instansifsatuan kerja harus merupakan
suahy kegiatan yang terpadu dengan kegiatan operasional yang dilakukan olch sctiap
unsur pimpinan organisasi. Selain itu evaluasi pelaksanaan WASKAT juga dilabukan
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oleh Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), sebagaimana dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemerksaan { LHP) Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah.

Hasil ovaluasi olch pimpinan terhadap pclaksanaan WASKAT ditwangkan dalam
laporan cvaluasi, scdangkan evaluasi oleh Badan Pengawas Dasrah (BAWASDA)
Provinsi wajib dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ( LIIF).

Maleri yang dilaporkan meliputi setiap hal yang berkaitan dengan kondisi unsur
WASKAT serta implikasi dari setiap kelemahar/penyimpangan yang terjadi. Misalnya,
dalam masalah pengorganisasian, dinilai apakah selama ini terjadi tumpang tindih
antara satu umit dengan unit lainoya. Dalam pelaporan <valussi WASEAT, adanya
tumpang tindih terscbut dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugasmya harus
disebutkan, Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)
Provinsi vang memuat hasil evaluasi kondisi unsur WASKAT wajib dilaporkan kepada
pimpinan organisasi.

Gubernur  melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan melekat  secara berkala
berdasarkan hasil pemantanan langsung di lapangan dan laporan evaluasi pengawasan
melckat yang dibuat clch pimpinan instansi pemerntah maupun hesil pemeriksaan
Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Provinsi

Tindak Lanjut

Hasil evaluasi merupakan umpan balik bagi penyempumaan unsur Pengawasan
Melekat (WASKAT) dan akan menjadi pertimbangan unfuk penentuan tindak lanjut
yang fepat. Tindakan perbaikan dan penyempumaan unsur Pengawasan Melekar
(WASKAT) diperlukan jika evaluasi terhadap sisiem pengendalian menemukan titik-
titik kelemahan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Tindakan perbaikan
sistern dan prosedur dapat mencakup penyempumaan kelembagaan, ketatalaksanaan ,
dan aistern kepegawaian.
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BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Polaksanaan Pengawasan Melekat  dimaksud agar setiap
pimpinan instansi memiliki alat kendali yang dapat memberikan peringatan dini tethadap
kemungkinan terjadinya prakick yang tidak sehat keckeliuan dan kelemahan sistem
administarsi yang dapal mempengaruhi  cfcktivitas, efesiensi dan keckonomisan
penyelenggaraan  pemerinizh. Dengan  dikelvarkannya Keputusan Gubernur  Lampung,
Perangkat Diacrah segera melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT), seperti yang telah
diatur dalam Pelunjuk Tehnis Pelaksanaan ini. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA)
Provinsi juga harus merujuk pada metodologi evaluasi Pengawasan Melekat {(WASKAT)
antara lain pengujian keandalan WASKAT dengan menggunakan checklist scbagimana
terlampir. Selanjutnya Gubernur melakukan pemantauan sewaktu-wakiu dan cvaluasi sccara
berkala dengan menggmumakan hasil  pemerkyaaan BAWASDA unmk  dibnghungan
Pemerintah Provinsi .

Untuk mensosialisasikan pemahaman WASKAT, dilingkungan Pemerintah
Propinsl Lampung perlu di bentuk Tim Asistensi dan Ewoluasi Pengowasan Melekat
{(WASKAT) melaloi keputusan Gubermur Lampung . Jika permahaman lentang pelaksanaan
WASKAT pada suatu instansisatuan kerja masin belum memadal, maka instansi'Sanun
kerja vang bersanghutan dapal mengajukan permohonan kepads Tim Asistensi dan Evaluasi
Pengawasan Melekat (WASKAT)  uniuk memberikan panduan secara prakiis tentang
pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT), wang dapat berupa pelatihan, seminar,
lokakarya atau kegiatan lainnya yang lebih mudah displikasiken dalam melaksanakan
Pengawasan Melekat {WASKAT).

Dengan berlakunya Penjuk Tehnis Pelaksanaan Pengawasan Melekar  ind,
diharapkan agar pengawasan melekat benar-benar dapat berfungsi sebagai alat kendali vang
bermanfaat bagi pimpinan unit keja dalam melaksanakan tugasnya,

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN. ZP



